MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010
— 2014, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4700);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2010-2014;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 — 2025;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana
telah dirubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 23 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010 — 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMANPENGAJUANDOKUMENUSULAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/
LEMBAGA.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi Kementerian/Lembaga digunakan untuk:

a. membantu Kementerian/Lembaga dalam
menyusun  Dokumen  Usulan  Reformasi
Birokrasi;

b. memastikan kesamaan pemahaman semua pihak
yang terlibat dalam Reformasi Birokrasi terhadap
apa yang dimaksud dengan muatan program
reformasi birokrasi dan apa yang diharapkan
dari Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;

c. memudahkan efektivitas dan koordinasi
pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi
Birokrasi ~ Kementerian/Lembaga  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
ini.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2011

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi/
Ketua Tim Reformasi Birokrasi

E.E. Mangindaan



